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ABSTRAKSI 

 

Zahro, Fatimahtul. 2026.“Analisis Pelanggaran Disiplin Kru Kapal pada PT Inkor 

Dunia Samudera”. Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Tatalaksana 

Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 

Pembimbing I: Okvita Wahyuni, S.ST., M.M., Pembimbing II: Fitri Zuhriyah, 

S.Psi., M.Sc. 

  

Salah satu tantangan yang dihadapi PT Inkor Dunia Samudera sebagai 

perusahaan Crew Manning Agency (Crewing) adalah pengelolaan disiplin 

awak kapal, seperti perkelahian antar awak kapal yang terjadi di atas kapal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemutusan kontrak 

kerja laut Able Seaman terkait pelanggaran disiplin di atas kapal oleh PT Inkor 

Dunia Samudera, mengidentifikasi faktor penyebab dan upaya pencegahan 

agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan dan studi pustaka. Analisis dilakukan 

menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber data sebagai 

upaya untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran disiplin yaitu faktor manusia, pengawasan, metode penanganan 

disiplin, dokumen pendukung, sarana komunikasi, serta lingkungan kerja kapal 

yang berisiko tinggi. Pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut dilakukan 

melalui tahapan penerimaan laporan dari kapten kapal, klarifikasi dan 

investigasi manajemen kantor ke kapal, penurunan kru dari kapal, serta kru 

datang ke kantor untuk klarifikasi lanjutan serta pembuatan surat permintaan 

maaf. Upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali yaitu 

dengan pelaksanaan pre-departure briefing secara terstruktur, pengawasan 

ketat terhadap konsumsi alkohol dengan kebijakan zero tolerance, pemberian 

penghargaan bagi pelaut yang disiplin, serta pembinaan berkelanjutan melalui 

safety meeting dan pelatihan manajemen konflik. 

 

Kata Kunci : PKL, Pelanggaran, Able Seaman. 
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ABSTRACT 

 

Zahro, Fatimahtul. 2026.“Analysis of Disciplinary Violations by Seafarer at PT 

Inkor Dunia Samudera”. Thesis. Diploma IV Program, Port and Shipping 

Department, Merchant Marine  Polytechnic of Semarang, Advisor I: Okvita 

Wahyuni, S.ST., M.M., Advisor II: Fitri Zuhriyah, S.Psi., M.Sc. 

One of the challenges faced by PT Inkor Dunia Samudera as a crew manning 

agency is managing crew discipline, such as fights among crew members that 

occur on board the ship. This study aims to analyze the termination of the Able 

Seaman's maritime employment contract related to disciplinary violations on 

board the ship by PT Inkor Dunia Samudera, identify the contributing factors, 

and propose preventive measures to prevent similar incidents from recurring. 

This research uses a qualitative method. Data sources are obtained from 

primary data and secondary data. Data collection techniques through 

observation, interviews, documentation and literature review. The analysis was 

carried out using the approach of Data Reduction, Data Presentation and 

Drawing Conclusions. This study applies the data source triangulation method 

as an effort to ensure the validity of the data collected. 

The results of the study indicate that the factors contributing to disciplinary 

violations include human factors, supervision, disciplinary procedures, 

supporting documentation, communication tools, and the high-risk work 

environment on board the vessel. The termination of maritime employment 

contracts is carried out through the stages of receiving reports from the ship's 

captain, clarification and investigation by the office management on the ship, 

removal of crew members from the ship, and the crew coming to the office for 

further clarification and the preparation of a letter of apology. Preventive 

measures to prevent similar incidents from recurring include conducting 

structured pre-departure briefings, strict supervision of alcohol consumption 

with a zero tolerance policy, rewards for disciplined sailors, and ongoing 

guidance through safety meetings and conflict management training. 

 

Keywords: Seafarer Employment Agreement, Violation, Able Seaman.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Pada tanggal 3 Maret 2025, telah terjadi pemutusan kontrak kerja laut 

(PKL) karena adanya pelanggaran disiplin, yaitu perkelahian antara sesama 

Able Seaman (A/B). Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa 

tindakan perkelahian di atas kapal dapat membahayakan keselamatan seluruh 

kru dan bertentangan dengan kode etik serta peraturan kerja di atas kapal 

(Committee, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Quality 

Management Representative (QMR), diperoleh informasi bahwa isu terkait 

pelanggaran disiplin merupakan salah satu tantangan yang cukup signifikan 

dalam industri pelayaran, khususnya di PT Inkor Dunia Samudera. Pelanggaran 

seperti perkelahian antar awak kapal telah menjadi pemicu utama pada 

pemutusan kontrak kerja laut bagi posisi Able Seaman (A/B).  

   Insiden ini tidak hanya mengganggu kelancaran pelayaran, tetapi juga 

menimbulkan risiko keselamatan bagi seluruh kru dan kapal, sehingga 

perusahaan menerapkan sanksi pemutusan kontrak kerja sebagai langkah awal 

pencegahan. Hal ini menegaskan bahwa kedisiplinan awak kapal merupakan 

fondasi penting bagi keberhasilan operasional perusahaan dan pelanggaran 

tersebut dapat berujung pada kerugian. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian 

yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di sektor maritim 

memiliki kerentanan tinggi terhadap faktor manusia. Kondisi tersebut tercermin 

dengan lebih dari 80% insiden kecelakaan di kapal disebabkan oleh kesalahan 

manusia (Uflaz et al., 2023). 
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Sebagai perusahaan crew manning agency, PT Inkor Dunia Samudera 

bertanggung jawab untuk merekrut, menugaskan dan mengelola pelaut yang 

bertugas pada kapal berbendera Korea Selatan. Standar internasional seperti 

MLC (Marine Labour Convention) 2006 dalam Regulation 1.4 mewajibkan 

manning agency untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kompetensi 

pelaut sebelum penempatan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada aspek 

sertifikasi formal, tetapi mencakup kemampuan profesional, disiplin kerja dan 

kemampuan kolaborasi karena seluruh elemen tersebut merupakan bagian dari 

kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja secara aman dan efektif di kapal. 

Dalam praktiknya, kesuksesan perjalanan laut tidak hanya bergantung pada 

kemampuan teknis awak kapal, melainkan juga pada kedisiplinan dan hubungan 

harmonis antarkru. Pelanggaran aturan kerja di kapal, seperti pertengkaran fisik 

atau penolakan terhadap instruksi pimpinan, bisa menimbulkan konsekuensi 

berat bagi keamanan navigasi, efektivitas operasi, dan citra perusahaan di 

hadapan pemilik kapal (principal). Oleh karena itu, penerapan aturan disiplin 

yang tegas serta pemberlakuan hukuman, termasuk penghentian kontrak kerja 

laut jika perlu, merupakan elemen krusial dalam usaha perusahaan untuk 

mempertahankan standar profesionalisme dan kejujuran dalam penyediaan jasa 

tenaga pelaut. 

Fenomena pelanggaran disiplin semacam ini mengungkap adanya 

kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di kapal, khususnya 

terkait pengawasan, pembinaan kedisiplinan, dan penanganan perselisihan 

antarawak kapal. Lingkungan kerja di kapal yang tertutup, sempit dan 

melibatkan periode kerja yang lama rencan memicu perselisihan antarindividu. 



3 
 

  

Misalnya, Ertürk & Sağlam, (2021) menggambarkan kapal sebagai "tempat 

kerja yang sangat tidak konvensional" karena area kerja dan tempat tinggal 

menyatu tanpa banyak kesempatan untuk bersantai, sehingga membuat 

pertikaian antarawak kapal mudah terjadi. Berdasarkan kajian yang dilakukan 

oleh Mansyur et al. (2021) terungkap bahwa faktor-faktor seperti tekanan 

pekerjaan, kelelahan, perbedaan budaya dan karakter individual menjadi 

pemicu gesekan antarkru yang bisa berujung pada tindakan kekerasan fisik. 

 Pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut tidak dapat dilakukan secara 

unilateral, melainkan harus selaras dengan kerangka hukum dan ketentuan 

regulatif yang ditetapkan di sektor pelayaran serta ketenagakerjaan maritim. Di 

sini, landasan hukum yang diterapkan meliputi Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya pada Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 135, Pasal 310 serta Pasal 337, yang menetapkan bahwa perusahaan 

pelayaran bertanggung jawab terhadap hak awak kapal (termasuk 

kesejahteraan, kontrak kerja, dan kualifikasi). Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, pelaut harus memiliki sijil sebelum 

berlayar dan sijil ini hanya bisa diterbitkan jika Perjanjian Kerja Laut telah 

dibuat dan disahkan serta Perjanjian Kerja Laut harus memuat hak-hak dan 

kewajiban dari masing-masing pihak. Selain itu, Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa 

Terkait dengan Angkutan di Perairan menekankan bahwa hubungan kerja antara 

pelaut dan perusahaan harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang 

sah, dengan ketentuan yang jelas terkait disiplin kerja dan mekanisme 

penghentian hubungan kerja. Setiap pelanggaran disiplin serius, seperti 
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tindakan kekerasan fisik atau pertengkaran di kapal, wajib melalui tahap 

investigasi internal dan pencatatan resmi sebelum perusahaan memutuskan 

untuk mengakhiri kontrak. Langkah ini krusial untuk menjamin keadilan bagi 

pelaut, sambil memastikan perusahaan taat pada peraturan domestik dan standar 

global ketenagakerjaan maritim, seperti yang tercantum dalam Maritime 

Labour Convention (MLC) 2006. Dengan cara ini, pelaksanaan pemutusan 

kontrak kerja laut bukan hanya sebagai upaya penegakan disiplin, tetapi juga 

sebagai manifestasi tanggung jawab hukum perusahaan dalam 

mempertahankan ketertiban dan keamanan kerja di kapal. 

  Meskipun isu pelanggaran disiplin di kapal telah banyak dibahas oleh 

penelitian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan terkait 

pemutusan kontrak kerja laut akibat pelanggaran disiplin khususnya kru kapal 

pada posisi Able Seaman (A/B) di PT Inkor Dunia Samudera. Kajian 

sebelumnya lebih menekankan pada aspek kesejahteraan pelaut, keselamatan 

kerja dan performa kru kapal, sehingga proses penghentian kontrak, prosedur 

internal serta landasan hukumnya kurang mendapat sorotan. Padahal, 

perusahaan pelayaran wajib memastikan bahwa setiap penghentian kontrak 

kerja awak kapal yang dilakukan harus sesuai dengan hukum nasional dan 

standar internasional, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, PM 59 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan 

dan MLC 2006, agar hak awak kapal tetap terlindungi dan risiko perselisihan 

kerja diminimalkan. Selain itu, penelitian yang membahas mengenai strategi 

atau langkah pencegahan pelanggaran disiplin di kapal masih minim, misalnya 
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Hanik et al. (2024) menemukan bahwa kedisiplinan kru berpengaruh signifikan 

terhadap kecelakaan kerja di KM Lawit, tapi fokus penelitian lebih pada 

pengukuran hubungan disiplin dengan kerja bukan langkah pencegahan. Selain 

itu, Mardiana et al. (2025) dalam studi pada KMP Bambit menunjukkan bahwa 

nahkoda menerapkan strategi kepemimpinan melalui komunikasi efektif, 

pelatihan rutin serta penghargaan dan sanksi untuk menjaga kedisiplinan kru. 

Dengan demikian, meskipun ada penelitian yang mengaitkan disiplin dengan 

kinerja atau keselamatan, penelitian tentang pelaksanaan pemutusan kontrak 

kerja laut terkait pelanggaran disiplin di kapal secara spesifik masih terbatas.  

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada 

pemahaman mengenai “Analisis Pelanggaran Disiplin Kru Kapal pada PT 

Inkor Dunia Samudera”. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai 

faktor penyebab pelanggaran disiplin di atas kapal, prosedur yang ditetapkan 

perusahaan dalam pelaksanaan pemutusan kontrak kerja serta upaya 

pencegahan yang bisa dilakukan perusahaan sehingga dapat menjadi panduan 

praktis bagi perusahaan dan sumbangan akademik bagi bidang manajemen 

sumber daya manusia serta hukum ketenagakerjaan maritim. 

B. Fokus Penelitian  

 Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022), fokus penelitian 

adalah pembatasan yang mendefinisikan ruang lingkup masalah yang diteliti 

secara mendalam, membantu peneliti tetap pada tujuan utama dan menjaga 

penelitian terarah serta spesifik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

berfokus pada pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut akibat pelanggaran 

disiplin berupa perkelahian antar awak kapal (Able Seaman) pada PT Inkor 
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Dunia Samudera. Peneliti juga berfokus pada faktor penyebab pelanggaran 

disiplin di atas kapal serta upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar 

permasalahan pelanggaran disiplin tidak terjadi lagi dan kegiatan pelayaran 

berjalan lancar.  

C. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan pertanyaan pada penelitian yang 

dirancang untuk dijawab melalui proses pengumpulan dan analisis data. Fungsi 

utamanya yaitu untuk membatasi cakupan penelitian agar pembahasannya lebih 

terarah dan terfokus (Sugiyono, 2022). Berdasarkan penjelasan di atas, 

penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin yang 

berujung pada pemutusan kontrak kerja laut Able Seaman di PT Inkor Dunia 

Samudera? 

2.    Bagaimana pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut Able Seaman karena 

pelanggaran disiplin berupa perkelahian di atas kapal pada PT Inkor Dunia 

Samudera? 

3.    Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya 

pelanggaran disiplin di atas kapal yang berakibat pada pemutusan kontrak 

kerja? 
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D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, arah dari penelitian 

ini difokuskan pada tujuan : 

1.    Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

disiplin yang berujung pada pemutusan kontrak kerja laut Able Seaman 

(A/B) di PT Inkor Dunia Samudera, 

2.    Untuk mengetahui pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut Able Seaman 

(A/B) karena pelanggaran disiplin berupa perkelahian di atas kapal pada PT 

Inkor Dunia Samudera, 

3.    Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk 

mencegah terulangnya pelanggaran disiplin di atas kapal yang berakibat 

pada pemutusan kontrak kerja. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

   Hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pembaca, baik 

dalam aspek teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat 

penelitian tersebut :  

1.    Manfaat teoritis 

Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan di bidang hukum ketenagakerjaan maritim, khususnya terkait 

pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut akibat pelanggaran disiplin 

di lingkungan kerja kapal. 
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2.    Manfaat praktis 

Secara praktis, peneliti berharap temuan penelitian ini dapat menjadi bahan 

acuan evaluasi untuk memperbaiki pengawasan, pembinaan disiplin, dan 

penyelesaian perselisihan di antara awak kapal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

 Deskripsi teori merupakan penjelasan sistematis mengenai teori terkait 

penelitian (bukan hanya pendapat pribadi para ahli atau penulis buku) serta temuan 

penelitian yang berkaitan dengan variabel yang akan dibahas (Sugiyono, 2022). 

Maka diperlukan teori ataupun penjelasan yang bersinambungan dengan 

pembahasan skripsi guna mempermudah penulisan skripsi ini.  

1. Perjanjian Kerja Laut 

a. Pengertian Perjanjian Kontrak Laut 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (14) 

tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah 

perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-

syarat, hak, serta kewajiban para pihak”. Tercantum dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan pada Pasal 1 ayat (33) 

menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian kerja 

perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau badan usaha 

keagenan awak kapal dengan pelaut yang akan dipekerjakan sebagai awak 

kapal”. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dengan 
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jelas menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah dokumen 

resmi yang menjadi landasan hubungan kerja antara pelaut dan perusahaan 

pelayaran atau perusahaan yang memanfaatkan jasa awak kapal. Perjanjian 

ini mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak 

selama on board atau masa kontrak di kapal, sehingga bersifat mengikat 

sebagai kesepakatan yang sah dan harus dijalankan secara konsisten oleh 

semua pihak yang terlibat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2000 tentang Kepelautan diatur bahwa Perjanjian Kerja Laut 

merupakan kontrak kerja pribadi yang ditandatangani oleh pelaut bersama 

dengan pengusaha angkutan di laut dan setiap pelaut harus memiliki sijil 

disertai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang memuat hak – hak dan 

kewajiban dari semua pihak. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Laut 

bukan hanya menjadi landasan hubungan kerja pelaut, tetapi juga menjadi 

syarat administratif resmi awak kapal untuk penempatan kru di kapal. 

Sehingga perjanjian kerja laut memainkan peran penting dalam memastikan 

keselamatan, kesejahteraan, dan kejelasan hukum bagi semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan pelayaran serta harus mematuhi peraturan 

internasional seperti Maritime Labour Convention (MLC) 2006. 

b. Unsur – Unsur Wajib dalam Perjanjian Kerja Laut 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di 

Perairan pada Pasal 108, diatur bahwa Perjanjian Kerja Laut (PKL) wajib 
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ditandatangani oleh Pelaut dan Pemilik atau Operator Kapal atau Agen 

Awak Kapal serta diketahui oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang 

ditunjuk serta salinan PKL wajib dimiliki oleh para pihak dan nakhoda di 

atas kapal. Tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan 

di Perairan pada Pasal 107 menyatakan bahwa “PKL dapat dilakukan untuk 

ketentuan pekerjaan 1 (satu) perjalanan atau lebih, waktu tertentu, dan 

waktu tidak tertentu atau sampai pemutusan PKL”. Serta PKL harus 

mencantumkan hal-hal berikut: 

1) Identitas pelaut mencakup nama lengkap pelaut, tempat dan tanggal 

lahir, kode pelaut, serta jabatan yang akan diemban di kapal. 

2) Identitas perusahaan mencakup nama pemilik dan alamat pemilik. 

3) Identitas kapal mencakup nama kapal, jenis kapal, dan bendera kapal. 

4) Identitas agen kapal mencakup nama agen awak kapal dan alamat agen 

awak kapal. 

5) Jangka waktu kontrak kerja harus disebutkan, baik yang berdasarkan 

waktu tertentu maupun berdasarkan perjalanan kapal. 

6) Hak pelaut yang harus dicantumkan meliputi gaji pokok dan tunjangan, 

jam kerja serta waktu istirahat, hak cuti, fasilitas makan, akomodasi dan 

perlindungan kesehatan. 

7) Kewajiban pelaut juga harus dijelaskan, seperti kepatuhan terhadap 

perintah atasan, prosedur keselamatan, serta kode etik di atas kapal. 
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8) Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, termasuk aspek 

keselamatan kerja, jaminan sosial, dan repatriasi. 

9) Ketentuan tentang penghentian dan pemutusan kontrak perlu diatur, 

baik atas permintaan pelaut sendiri maupun akibat pelanggaran disiplin. 

Elemen-elemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan 

kerja memiliki batasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. 

2. Tenaga Kerja Laut (Seafarers) 

a. Pengertian Tenaga Kerja Laut (Seafarers) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

pada Pasal 1 ayat (40) menyatakan bahwa “Awak kapal adalah orang yang 

bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal 

untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang 

tercantum dalam buku sijil”.  Tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan pada Pasal 1 

ayat (3) menegaskan bahwa “Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai 

kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal”. Selain itu, 

dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006, seafarers didefinisikan 

sebagai setiap orang yang bekerja atau diperkerjakan dalam kapasitas 

apapun di atas kapal serta patuh pada konvensi ini. Dengan demikian, 

tenaga kerja laut (seafarers) adalah individu yang bekerja di atas kapal 

dengan memiliki kualifikasi keahlian atau keterampilan khusus serta 
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menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan. Tenaga 

kerja laut tidak terbatas pada awak kapal secara struktural, melainkan 

mencakup seluruh individu yang terlibat dalam operasional kapal, yang 

terikat dalam hubungan kerja dengan pemilik atau operator kapal dan 

diwajibkan mematuhi ketentuan hukum serta standar keselamatan yang 

berlaku.  

b. Klasifikasi Awak Kapal 

Termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal pada Pasal 3 

menyatakan bahwa susunan pengawakan kapal niaga meliputi : 

1) Nakhoda  

Nakhoda adalah seseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin 

tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Perwira 

Perwira (Officer) adalah awak kapal selain nakhoda yang ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perwira. 

a) Mualim I (Chief Mate) adalah perwira kapal bagian dek yang 

jabatannya setingkat lebih rendah dari nakhoda dan yang dapat 

menggantikan tugas dalam hal nakhoda tidak dapat melaksanakan 

tugasnya. 
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b) Perwira yang melaksanakan tugas jaga anjungan (Watchkeeping 

Officer) adalah perwira kapal bagian dek dengan jabatan sebagai 

mualim II, mualim III, atau mualim IV. 

c) Kepala Kamar Mesin (Chief Engginer) adalah perwira senior kapal 

bagian mesin yang bertanggung jawab atas penggerak mekanis 

kapal serta operasi dan perawatan instalasi mekanis dan listrik 

kapal. 

d) Masinis II (Second Engineer Officer) adalah perwira kapal bagian 

mesin yang jabatannya setingkat lebih rendah dari kepala kamar 

mesin (Chief Engineer) dan yang akan menggantikan dalam hal 

kepala kamar mesin (Chief Engineer) tidak dapat melaksanakan 

tugasnya. 

e) Masinis yang melaksanakan tugas jaga kamar mesin (Watchkeeping 

Engineer Officer) adalah masinis dengan jabatan sebagai masinis 

III, masinis IV, atau masinis V. 

f) Perwira Teknik Elektro (Electro Technical Officer) adalah perwira 

yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan International 

Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 dan amandemennya 

Aturan III/6. 
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3) Rating 

a) Pelaut terampil bagian dek (Able Seafarer Deck) adalah awak kapal 

yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan International 

Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 dan amandemennya 

Aturan II/5. 

b) Juru Mudi atau rating yang melaksanakan tugas jaga navigasi dan 

kemudi adalah awak kapal yang memiliki kualifikasi sesuai dengan 

ketentuan International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 dan 

amandemennya aturan II/4. 

c) Rating bagian dek lainnya meliputi namun tidak terbatas pada : 

i. Kelasi (Ordinary Sailor) adalah awak kapal yang bertugas 

untuk membantu rating pelaut terampil bagian dek (Able 

seafarer deck). 

ii. Juru Masak Kapal (Ship’s Cook) adalah awak kapal dari 

bagian pelayanan yang memiliki sertifikat keterampilan juru 

masak (ship’s cook certificate) di atas kapal dan bertanggung 

jawab untuk mengurus perbekalan makanan dan minuman, 

perawatan dapur, dan memastikan kebersihan serta higienitas 

pada area penyiapan dan penyimpanan makanan atau 

minuman. 
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iii. Pelayan (Mess Boy) adalah awak kapal yang bertugas untuk 

menjaga kebersihan di ruang makan dan akomodasi. 

d) Pelaut terampil bagian mesin (Able Seafarer Engine) adalah awak 

kapal yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan 

International Convention on Standards of Training, Certification 

and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 dan amandemennya 

Aturan III/5. 

e) Juru minyak atau rating yang melaksanakan tugas jaga mesin adalah 

awak kapal yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan 

International Convention on Standards of Training, Certification 

and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 dan amandemennya 

Aturan III/4. 

f) Rating teknik elektro (Electro Techical Rating) adalah awak kapal 

yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan International 

Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 dan amandemennya 

Aturan III/7. 

g) Rating bagian mesin lainnya meliputi namun tidak terbatas pada : 

i. Wiper adalah awak kapal yang bertugas untuk membantu 

pelaut terampil bagian mesin (Able Seafarer Engine). 

ii. Plumber. 
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3. Able Seaman (AB) 

Termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga pada Pasal 1 ayat (17) 

menyatakan bahwa Able Seaman atau Juru mudi adalah rating yang 

melaksanakan tugas jaga navigasi dan kemudi sesuai dengan ketentuan 

International Convention on Standards of Training, Certification, and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW) ,1978 dan amandemennya aturan II/4. 

Able Seaman (AB) merupakan rating pelaut yang terampil pada bagian dek. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga pada Pasal 11 menyatakan 

bahwa Able Seaman harus memiliki beberapa sertifikat, antara lain :  

a. Sertifikat Keterampilan (Certificate of Proficiency/CoP) rating forming 

part of navigational watch, 

b. Sertifikat keterampilan dasar keselamatan (Basic safety training), 

c. Sertifikat keterampilan Medical First Aid (MFA) 

d. Sertifikat keterampilan Survival Craft and Rescue Boats other than Fast 

Rescue Boats (SCRB) 

e. Sertifikat keterampilan Advanced Fire Fighting (AFF), 

f. Sertifikat keterampilan Security Awareness Training (SAT), 

g. Sertifikat keterampilan Security Training for Seafarers with Designated 

Security Duties (SDSD), 

h. Sertifikat kesehatan, 
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i. Sertifikat Basic Oil and Chemical Tanker atau Basic Liquefied Gas Tanker, 

untuk yang bekerja di kapal tangki minyak (Oil Tanker), kapal tangki bahan 

kimia (Chemical Tanker), dan kapal tangki gas cair (Liquefied Gas Tanker), 

j. Sertifikat Ro-Ro Passenger Safety Training, Cargo Safety and Hull 

Integrity Training, Crisis Management and Human Behaviour Training dan 

Crowd Management Training, untuk yang bekerja di kapal Ro-Ro 

penumpang Ro-Ro (Ro-Ro passenger ships), 

k. Sertifikat keterampilan Fast Rescue Boats (FRB) untuk yang bekerja pada 

Kapal yang memiliki Fast Rescue Boats (FRB), 

l. Sertifikat keterampilan Basic Code of Safety for Ships Using Gases or other 

Low-Flashpoint Fuels (Basic IGF-Code), untuk yang bekerja di kapal yang 

menerapkan ketentuan IGF Code. 

4. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2019), disiplin kerja merujuk pada kesadaran 

dan kemauan seseorang untuk mematuhi seluruh peraturan organisasi serta 

norma-norma sosial yang berlaku. Selain itu, menurut Mangkunegara 

(2017), disiplin kerja merupakan kondisi yang terbentuk melalui kepatuhan 

karyawan terhadap peraturan, prosedur, dan standar organisasi yang 

akhirnya menghasilkan perilaku kerja yang efektif. Disiplin kerja juga 

diartikan sebagai metode latihan yang memperkuat peraturan organisasi 

dengan memberikan instruksi, pembatasan, dan hukuman untuk 
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memastikan tindakan karyawan sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

(Simamora, 2016). Dengan demikian, disiplin kerja adalah kesadaran dan 

kehendak pribadi untuk taat pada peraturan, prosedur, norma organisasi 

serta sistem kontrol tingkah laku melalui perintah dan hukuman agar 

perilaku pegawai selalu selaras dengan aturan yang berlaku. 

b. Bentuk Disiplin Kerja 

Berdasarkan uraian disiplin kerja di atas, bentuk disiplin kerja 

melibatkan berbagai langkah dari organisasi atau perilaku individu yang 

bertujuan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan norma dan standar yang 

berlaku. Menurut ahli Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Mangkunegara (2017), disiplin kerja dikelompokkan menjadi 2 bentuk 

utama yaitu : 

1) Disiplin Preventif (Preventive Discipline) 

 Disiplin preventif adalah usaha untuk mendorong karyawan 

agar mematuhi pedoman dan aturan kerja yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. Tujuannya untuk membangun kedisiplinan pribadi, 

sehingga karyawan bisa menjaga tingkah lakunya sesuai dengan 

ketentuan. Pimpinan bertanggung jawab untuk menciptakan suasana 

organisasi yang mendukung disiplin preventif, sedangkan karyawan 

harus memahami semua panduan dan aturan kerja secara menyeluruh. 

Disiplin preventif berperan sebagai sistem yang mendukung kebutuhan 
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kerja di setiap bagian organisasi. Penegakan disiplin kerja akan lebih 

mudah apabila sistem organisasi berjalan secara baik.  

2) Disiplin Korektif (Corrective Discipline) 

 Disiplin korektif adalah langkah untuk membimbing karyawan 

agar patuh pada aturan dan panduan yang berlaku di perusahaan. Dalam 

pelaksanaannya, karyawan yang melanggar harus diberikan sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini 

dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku pelanggar, menegakkan 

aturan, serta memberikan pembelajaran. Disiplin korektif memerlukan 

penanganan yang tepat dan mengikuti prosedur yang sesuai. Disiplin 

korektif harus dilakukan melalui tahapan yang tepat, yakni karyawan 

dianggap tidak bersalah hingga terbukti terlibat dalam pelanggaran, 

karyawan memiliki hak untuk memberikan penjelasan bahkan melalui 

wakil dalam situasi tertentu, serta putusan disiplin harus 

memperhitungkan seberapa besar keterlibatan karyawan dalam 

pelanggaran itu.  

c.  Pendekatan Disiplin Kerja 

        Menurut Mangkunegara (2017), ada tiga pendekatan disiplin yaitu 

disiplin modern, disiplin dengan tradisi dan disiplin bertujuan : 

1) Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan disiplin modern melibatkan pengintegrasian 

sejumlah kebutuhan atau keperluan baru selain hukuman. Pada 
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pendekatan demikian berasumsi bahwa disiplin sebaiknya tidak 

menggunakan hukuman fisik. Pendekatan ini juga menekankan 

perlindungan terhadap tuduhan yang sah agar bisa diproses sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini mendorong 

perbaikan keputusan yang salah atau didasarkan pada prasangka melalui 

penyelidikan fakta. Pendekatan ini juga menangani kasus disiplin secara 

adil tanpa memihak. 

2) Pendekatan Disiplin dengan Tradisi  

  Pendekatan disiplin dengan tradisi merupakan metode yang 

menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai reaksi terhadap 

pelanggaran. Pendekatan ini memandang bahwa keputusan dari atasan 

bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Hukuman yang diberikan harus 

sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pelanggaran yang lebih serius 

memerlukan sanksi yang lebih berat. Pegawai yang melakukan 

pelanggaran berulang harus diberi hukuman yang lebih keras. 

3) Pendekatan Disiplin Bertujuan  

  Pendekatan disiplin bertujuan untuk memastikan bahwa disiplin 

kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua karyawan. Pada 

pendekatan ini, disiplin kerja tidak dipandang sebagai hukuman 

melainkan upaya membentuk perilaku yang baik. Melalui pendekatan 

ini, disiplin diarahkan untuk mendorong perubahan positif dan 

menumbuhkan tanggung jawab pegawai atas tindakannya. 
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d. Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Disiplin 

Menurut Mangkunegara (2017), sanksi terhadap pelanggar disiplin 

harus dilakukan dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten, 

dan impersonal. 

1) Pemberian Peringatan 

 Karyawan yang melanggar disiplin kerja harus diberikan surat 

peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan dari pemberian 

peringatan ini adalah agar karyawan tersebut menyadari pelanggaran 

yang telah dilakukannya. 

2) Pemberian Sanksi Harus Segera 

 Pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi harus 

dilakukan dengan segera kepada karyawan yang melakukan 

pelanggaran disiplin. Tujuannya adalah agar karyawan yang 

bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di 

perusahaan. Pemberian sanksi yang lalai akan melemahkan disiplin 

yang ada. 

3) Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

 Pemberian sanksi kepada pelanggar disiplin harus dilakukan 

secara konsisten. Tujunnya adalah agar karyawan yang bersangkutan 

sadar dan menghargai peraturan yang berlaku di perusahaan. Jika 

pemberian sanksi tidak konsisten, karyawan dapat merasa ada 

diskriminasi, sanksi terlalu ringan, dan disiplin diabaikan.  
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4) Pemberian Sanksi Harus Impersonal 

   Pemberian sanksi harus dilakukan secara adil tanpa memandang 

perbedaan latar belakang, seperti gender dan usia. Pemberian sanksi 

harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tujuannya adalah agar karyawan memahami bahwa disiplin kerja 

berlaku untuk setiap individu dan sanksi diberikan sesuai dengan 

ketentuan perusahaan. 

5. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

a. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Menurut Wulandari (2022), Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) merupakan rangkaian proses yang berkaitan dengan tenaga kerja 

di sebuah perusahaan mulai dari penyusunan rencana, pengadaan dan 

pemilihan kandidat, pembinaan serta peningkatan kemampuan, evaluasi 

kinerja pegawai, pemberian imbalan serta pemutusan hubungan kerja. 

Menurut Iskandar & Puspikasari (2024), Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) diartikan sebagai pendekatan strategis untuk 

mengembangkan elemen manusia dalam sebuah organisasi. MSDM 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

berbagai aktivitas yang terkait dengan sumber daya manusia guna mencapai 

tujuan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) merupakan proses strategis dalam mengelola dan 
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mengembangkan tenaga kerja untuk mendukung tercapainya tujuan 

organisasi. 

b. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya  

Menurut Jannani et al. (2024), ruang lingkup Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM) di dalam suatu organisasi meliputi beragam aspek 

yang perlu ditangani secara efektif agar karyawan atau tenaga kerja mampu 

memberikan kontribusi maksimal. Menurut Wulandari (2022) lingkup 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) terbagi menjadi : 

1) Fungsi perencanaan adalah fungsi yang melibatkan pelaksanaan tugas-

tugas meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, mengadakan tenaga 

kerja, mengembangkan dan melatih serta memelihara tenaga kerja. 

2) Fungsi pengorganisasian adalah fungsi yang melibatkan penyusunan 

organisasi, perancangan struktur, penjelasan keterkaitan antara tugas-

tugas yang akan ditangani oleh tenaga kerja serta penentuan peran-peran 

dalam organisasi. 

3) Fungsi pengarahan adalah fungsi yang mendorong karyawan agar 

melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi 

dengan cara yang efektif serta efisien. 

4) Fungsi kepemimpinan merupakan peran yang dijalankan oleh seorang 

pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mendorong bawahan 

untuk menyelesaikan pekerjaan, melakukan perubahan serta bekerja 

lebih keras dari yang diharapkan. 
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5) Fungsi pengendalian adalah proses mengukur kegiatan yang telah 

dilakukan dan membandingkannya dengan standar yang telah 

ditetapkan, khususnya dalam bidang tenaga kerja.  

c.  Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Industri Maritim 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam industri 

maritim adalah proses strategis untuk mengelola awak kapal dan pekerja 

maritim secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan regulasi nasional 

dan internasional. Pengelolaan awak kapal di industri maritim mengalami 

tantangan yang kompleks karena awak kapal tidak hanya menghadapi 

tuntutan fisik dan teknis, tetapi juga stres psikososial yang intens akibat 

lingkungan kerja laut yang terisolasi, keterasingan sosial, jadwal kerja yang 

panjang dan beban tugas yang berat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Brooks & Greenberg (2022), awak kapal/pelaut rentan mengalami stres 

fisik dan mental akibat kondisi kerja di laut. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Baygi et al. (2022) menunjukkan bahwa gangguan tidur dan 

kurangnya interaksi sosial di atas kapal adalah penyebab stres utama, yang 

bisa berdampak terganggunya kinerja dan keselamatan pelayaran. Selain 

itu, temuan dari Rusilowati et al. (2023) menunjukkan bahwa konflik antara 

pekerjaan dan keluarga serta tekanan kerja tidak hanya memengaruhi 

kesehatan dan kenyamanan awak kapal, tetapi juga menurunkan kinerja 

awak kapal sehingga meningkatkan bahaya dalam operasional. Oleh karena 

itu, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di industri maritim 
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memerlukan perlakuan yang spesifik dibandingkan dengan sektor industri 

lainnya. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di industri maritim 

juga harus mempertimbangkan aspek manusia, bukan hanya kompetensi 

teknis, tetapi juga kesejahteraan fisik dan psikologis agar pengelolaan awak 

kapal tetap sejalan dengan standar keselamatan internasional dan menjaga 

efektivitas operasional.  

Berdasarkan ruang lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) yang telah dijabarkan, pada industri maritim MSDM mencakup 

proses perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, penilaian kinerja, 

pengelolaan disiplin kerja hingga pemutusan kontrak awak kapal. 

Berdasarkan temuan dari Arif et al. (2025), kinerja awak kapal dipengaruhi 

oleh optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup 

peningkatan kompetensi teknis, pelatihan soft skill, manajemen waktu kerja 

dan aspek motivasi / lingkungan kerja. Oleh karena itu, perusahaan crew 

manning agency memiliki peran untuk memastikan seluruh kru kapal 

memenuhi persyaratan sertifikasi, kompetensi serta kondisi mental dan fisik 

yang sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization (IMO) 

dan Maritime Labour Convention (MLC). 

Salah satu elemen penting dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) di industri maritim yaitu kepatuhan pada standar 

internasional meliputi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan 

Seafarer of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) 2010. 
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Dalam Marine Labour Convention (MLC) 2006 berfokus pada 

perlindungan hak dan kesejahteraan awak kapal sebagai pekerja yang 

mencakup : 

a) Rekrutmen dan penempatan yaitu proses perekrutan harus transparan 

tanpa adanya biaya tambahan dan melalui agen yang terdaftar secara 

resmi. 

b) Perjanjian kerja laut (Seafarer Employment Agreement/SEA) harus 

jelas yang memuat hak, kewajiban, gaji, durasi kontrak, dan kondisi 

pemutusan kerja. 

c) Kondisi kerja yang mengatur jam kerja dan istirahat untuk mencegah 

kelelahan (fatigue) yang berpengaruh langsung pada keselamatan. 

d) Kesejahteraan dan perlindungan, termasuk akomodasi layak,makanan, 

layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. 

e) Pengelolaan disiplin dan pengaduan yaitu awak kapal harus memiliki 

hak untuk menyampaikan keluhan tanpa tekanan dan diskriminasi. 

Secara MSDM,  Marine Labour Convention (MLC) 2006 menekankan 

bahwa pengelolaan tenaga kerja harus berorientasi pada human-centered 

approach yaitu memastikan keseimbangan antara produktivitas dan 

kesejahteraan. Sedangkan dalam Seafarer of Training, Certification, and 

Watchkeeping (STCW) 2010 berfokus pada kompetensi dan 

profesionalisme awak kapal.  
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Dalam ruang lingkup MSDM, ketentuan ini mencakup : 

a) Standar kompetensi yaitu setiap jabatan di kapal harus memiliki 

sertifikasi dan kualifikasi yang sesuai. 

b) Pendidikan dan pelatihan yaitu awak kapal wajib mengikuti pelatihan 

dasar (basic safety training) dan pelatihan lanjutan sesuai jabatan. 

c) Sertifikasi yaitu pengakuan resmi terhadap kemampuan teknis dan 

keselamatan, yang menjadi dasar dalam proses seleksi dan promosi. 

d) Watchkeeping (penjagaan atau pengaturan jam jaga untuk memastikan 

kewaspadaan dan mencegah kelelahan. 

e) Evaluasi kompetensi berkelanjutan artinya awak kapal harus terus 

memperbarui sertifikat dan keterampilannya. 

Dengan demikian, pada persepektif Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Seafarer of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) 2010 

memastikan bahwa setiap individu yang direkrut dan ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi. Pada hal ini, HRD perusahaan wajib menjamin bahwa 

semua tahapan perekrutan, perjanjian kerja, evaluasi kinerja, dan penerapan 

disiplin selaras dengan standar ini. Menurut Sudewo (2023), crew 

management atau proses manning yang sesuai dengan standar 

meningkatkan kinerja awak, sehingga agen manning harus memenuhi 

standar kualitas karena sistemnya memengaruhi operasional. 

Selain kepatuhan terhadap regulasi, industri maritim menghadapi 

tantangan signifikan akibat faktor manusia (human factor). Temuan ini 
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sejalan dengan hasil kajian yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber 

daya manusia di sektor maritim memiliki kerentanan tinggi terhadap faktor 

manusia. Kondisi tersebut tercermin dengan lebih dari 80% insiden 

kecelakaan di kapal disebabkan oleh kesalahan manusia (Uflaz et al., 2023). 

Oleh karena itu, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) tidak hanya 

menitikberatkan pada aspek administratif, melainkan juga pada 

pembangunan budaya disiplin, komunikasi, serta kolaborasi di antara kru 

kapal. 

Manajemen disiplin menjadi bagian penting dalam industri maritim. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mansyur et al. (2021) terungkap 

bahwa faktor-faktor seperti tekanan pekerjaan, kelelahan, perbedaan 

budaya dan karakter individual menjadi pemicu gesekan antarkru yang bisa 

berujung pada tindakan kekerasan fisik. Oleh karena itu, Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) industri maritim harus memiliki sistem 

pembinaan, pengawasan, serta mekanisme penanganan pelanggaran 

disiplin yang jelas dan konsisten. Pemutusan kontrak kerja laut juga 

merupakan bagian dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan 

harus dilakukan secara profesional, objektif, serta sesuai dengan ketentuan 

hukum ketenagakerjaan maritim.  

Dalam praktiknya, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan 

aspek kesejahteraan dan dukungan psikososial bagi pelaut. Hal ini 
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disebabkan karena isolasi, kelelahan, dan tekanan mental terbukti 

memengaruhi performa dan keselamatan kerja. Menurut Brooks & 

Greenberg (2022), pelaut memiliki risiko tinggi dan masalah kesehatan 

mental karena kondisi kerja yang terisolasi. Studi lain menemukan bahwa 

kualitas tidur yang buruk dan tekanan psikososial berpengaruh terhadap 

produktivitas serta keselamatan kerja (Baygi et al., 2022). Selain itu, 

temuan yang dilakukan Şenbursa (2024) menunjukkan bahwa dukungan 

sosial dan penyediaan fasilitas kesejahteraan menjadi komponen penting 

dalam menjaga kondisi mental pelaut dan memastikan awak kapal dapat 

bekerja secara optimal. Oleh karena itu, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) harus meliputi aspek kesejahteraan dan dukungan psikososial 

sebagai bagian dari pengelolaan awak kapal.  

Dengan demikian, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di 

industri maritim dapat disimpulkan sebagai kerangka kerja yang mencakup 

serangkaian langkah strategis seperti rekrutmen, penempatan, pelatihan, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga penegakan disiplin. Rangkaian 

langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan regulasi internasional untuk 

memastikan keamanan, kelancaran operasi, dan kesejahteraan kru kapal. 

Dalam hal ini, peran Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi 

elemen kunci dalam menentukan keamanan dan keberhasilan seluruh 

operasi pelayaran. 
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6. Pemutusan Perjanjian Kerja Laut 

Termuat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat (25) menyatakan bahwa “pemutusan 

hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu 

yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan 

pengusaha”. Menurut Raya et al. (2021) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

adalah akhir dari hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena alasan 

tertentu yang membuat hak dan kewajiban kedua pihak berhentu. PHK dapat 

terjadi karena 3 hal, yaitu pekerja mengundurkan diri, perusahaan memutuskan 

untuk memberhentikan, serta kontrak kerja yang sudah habis waktunya. 

Dengan demikian, pemutusan PKL merupakan berakhirnya hubungan kerja 

sebelum masa kontrak yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Laut 

(PKL).   

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan pada 

Pasal 109, dalam PKL wajib terdapat unsur pengaturan yang mengatur bahwa 

siapapun yang terikat dalam PKL tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal 

berikut :  

1) Melakukan tindakan diskriminasi (SARA), 

2) Melakukan diskriminasi terhadap kesetaraan gender, 

3) Melakukan intimidasi, 

4) Melakukan pengancaman, 
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5) Melakukan penindasan, 

6) Melakukan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dalam segala 

aspek terkait pekerjaan di atas kapal. 

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja pada Pasal 154A ayat (1) disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja 

dapat terjadi karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan 

maupun perilaku pekerja. Selain itu, pada Pasal 154A ayat (2) ditegaskan 

bahwa alasan lain pemutusan hubungan kerja dapat ditetapkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam Marine 

Labour Convention (MLC) 2006 pada Regulation 2.1 tentang Seafarers 

Employment Agreements, ditegaskan bahwa setiap pelaut harus terikat dalam 

perjanjian kerja yang jelas yang memuat hak, kewajiban, serta kondisi 

penghentian hubungan kerja. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa 

pengakhiran hubungan kerja harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan 

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Selain 

itu, dalam Standard A2.1 MLC 2006 juga diatur bahwa perjanjian kerja pelaut 

harus mencantumkan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, 

termasuk kondisi yang memungkinkan kontrak diakhiri sebelum masa 

berlakunya berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap 

kewajiban kerja, termasuk pelanggaran disiplin, dapat menjadi dasar yang sah 

untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja selama telah diatur dalam 

perjanjian kerja tersebut. 
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Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus 

berdasarkan alasan yang sah dan mengikuti prosedur yang diatur dalam 

undang-undang. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi hak pekerja secara 

hukum serta memastikan pengusaha mendapatkan kepastian hukum. Ketentuan 

tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (1) menegaskan bahwa 

“Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, 

dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan 

hubungan kerja”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PHK dipandang sebagai 

upaya terakhir dan bukan pilihan pertama dalam penyelesaian hubungan kerja. 

Selanjutnya Pasal 151 ayat (2) menyatakan bahwa jika Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) memang tidak bisa dihindari, maka tujuan dan alasan PHK harus 

dibicarakan terlebih dahulu antara pengusaha dengan pekerja atau serikat 

pekerja. Oleh karena itu, PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa proses 

pembahasan adalah pelanggaran hukum. Untuk memastikan bahwa PHK 

dilakukan dengan cara yang adil dan objektif, hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia mewajibkan kepatuhan tahapan prosedural tertentu. Ketentuan ini 

dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan.  

Apabila terjadi pelanggaran berat di atas kapal, seperti perkelahian 

antarawak kapal, pemutusan kontrak kerja laut dapat dilakukan dengan tetap 
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memperhatikan prosedur yang berlaku. Nakhoda terlebih dahulu mengamankan 

situasi dan mencatat kejadian tersebut dalam log book kapal sebagai bukti 

administratif. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap awak 

kapal yang bersangkutan untuk memastikan adanya pelanggaran yang dapat 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Perjanjian Kerja Laut 

dan peraturan internal perusahaan. Apabila terbukti, perusahaan atau operator 

kapal dapat memutus Perjanjian Kerja Laut secara tertulis dengan menyebutkan 

alasan dan dasar hukumnya, disertai pemenuhan hak-hak pelaut, termasuk hak 

pemulangan. Apabila timbul keberatan, penyelesaian dilakukan melalui 

mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Crew Manning Agency 

Termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan pada 

Pasal 1 ayat (12) menekankan bahwa “Usaha Keagenan Awak Kapal (ship 

manning agency) adalah usaha jasa keagenan Awak Kapal yang meliputi 

rekrutmen dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi”. Badan usaha keagenan 

kapal yang didirikan harus memiliki beberapa persyaratan sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan pada 

Pasal 95 ayat (1) : 
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a. Memiliki surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara 

masing-masing (commercial registration) dan wajib diketahui oleh 

perwakilan Indonesia, 

b. Memiliki surat penunjukan (letter of appointment) yang wajib diketahui 

oleh perwakilan Indonesia, 

c. Melampirkan surat atau sertifikat tanda kebangsaan kapal (ships 

nationality), 

d. Menyediakan bukti jaminan keuangan (financial security) sesuai konvensi 

ketenagakerjaan maritim/Maritime Labour Convention (MLC), 2006 

beserta amandemennya atau surat pernyataan direktur utama perusahaan 

keagenan awak kapal bermaterai perihal pengurusan pemulangan awak 

kapal ke tempat asal, yang disahkan oleh notaris 

e. Surat pernyataan pemenuhan ketentuan tentang ketenagakerjaan maritim 

dan/atau Maritime Labour Convention (MLC), 2006 yang telah ditetapkan. 

Dalam praktik operasional pelayaran, crew manning agency memiliki 

beberapa kewajiban sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan pada Pasal 100, yaitu :  

a. Mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat 

kapal bersandar, 

b. Menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan 

dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak, 
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c. Memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi 

yang dimiliki, 

d. Membebaskan atas pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya 

dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya 

pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat kesehatan; dan 

e. Menginformasikan hak dan kewajiban pelaut berdasarkan PKL dan 

memberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi PKL sebelum  

ditandatangani. 

Dengan demikian, crew manning agency merupakan badan usaha yang 

berwenang melakukan rekrutmen dan penempatan kru kapal sesuai dengan 

kualifikasi serta memiliki kewajiban untuk melindungi hak pelaut berdasarkan 

ketentuan nasional dan standar internasional.  

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir adalah susunan konsep yang terstruktur dan saling 

berhubungan, yang digunakan untuk menjelaskan cara pandang peneliti terhadap 

permasalahan penelitian. Kerangka ini menunjukkan alur pemikiran serta 

keterkaitan antarvariabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai pedoman dalam 

merancang serta melaksanakan penelitian secara sistematis. Kerangka pikir 

penelitian ini disajikan sebagai berikut : 

 

 

 



37 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Pelaksanaan Pemutusan Kontrak Kerja Laut 

Able Seaman terkait Pelanggaran Displin di 

Atas Kapal oleh PT Inkor Dunia Samudera 

Terjadinya perkelahian yang dilakukan Able Seaman di atas 

kapal yang menyebabkan pemutusan kontrak kerja laut.  

Upaya yang dilakukan PT Inkor 

Dunia Samudera terkait 

permasalahan. 

1. Studi Dokumentasi 

2. Wawancara 

3. Observasi 

4. Studi Pustaka 

 

  

 

 

 

Pemutusan kontrak kerja laut sesuai dengan 

prosedur dan tidak terjadi dikemudian hari. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

1. Pelanggaran disiplin kru kapal yang berujung pada pemutusan kontrak kerja 

laut di PT Inkor Dunia Samudera dipengaruhi oleh faktor manusia, 

pengawasan, metode penanganan disiplin, dokumen pendukung, sarana 

komunikasi, serta lingkungan kerja kapal yang berisiko tinggi sehingga 

memicu terjadinya konflik interpersonal dan tindakan indisipliner yang 

mengganggu ketertiban serta keselamatan kerja di atas kapal. 

2. Pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut oleh PT Inkor Dunia Samudera 

dilaksanakan melalui tahapan verifikasi laporan nakhoda, klarifikasi 

lapangan, dan evaluasi manajemen. Penyelesaian kasus dilakukan dengan 

pemulangan kru sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Laut (PKL) serta 

pembuatan pernyataan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban formal. 

3. Pencegahan pelanggaran disiplin di atas kapal membutuhkan strategi 

MSDM yang terstruktur dan berkelanjutan. Pre-departure briefing, 

pengawasan ketat, pemberian penghargaan, dan pembinaan berkelanjutan 

saling melengkapi dalam memperkuat disiplin, profesionalisme, dan budaya 

keselamatan. Integrasi langkah-langkah tersebut memungkinkan 

perusahaan menciptakan lingkungan kerja kapal yang aman, tertib, dan 

bebas dari pelanggaran disiplin. 
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B.  Keterbatasan Penelitian 

1.  Peneliti hanya melakukan studi kasus pada satu perusahaan pelayaran, yaitu 

PT Inkor Dunia Samudera, sehingga hasil penelitian belum dapat 

digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan pelayaran.  

2. Penelitian hanya dilakukan ketika peneliti melaksanakan Praktik Darat 

(Prada) di PT Inkor Dunia Samudera, sehingga menyebabkan keterbatasan 

dalam pengambilan informasi secara langsung. 

3. Peneliti memiliki keterbatasan berupa tidak tersedianya surat sanksi sebagai 

dokumen pendukung, karena dokumen tersebut bersifat rahasia perusahaan. 

C. Saran 

1. PT Inkor Dunia Samudera disarankan untuk memperkuat pembinaan awak 

kapal melalui pre-departure briefing yang terstruktur dengan penekanan 

pada larangan konsumsi alkohol, tindakan kekerasan, serta konsekuensi 

hukum pelanggaran disiplin. 

2. PT Inkor Dunia Samudera hendaknya melakukan pengawasan ketat di atas 

kapal dengan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran disiplin berat. 

3. PT Inkor Dunia Samudera disarankan untuk memberikan penghargaan bagi 

pelaut yang kompeten dan disiplin. 

4. PT Inkor Dunia Samudera hendaknya melakukan penguatan kesadaran 

disiplin dan profesionalisme pelaut melalui pembinaan berkelanjutan 

melalui safety meeting, toolbox meeting, serta evaluasi kinerja kru secara 

periodik.  
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LAMPIRAN 

Lampiran  1 Wawancara dengan QMR PT Inkor Dunia Samudera 

Nama   : MH 

Jabatan  :Quality Management Representative (QMR) PT Inkor Dunia Samudera 

Tanggal Wawancara : 7 Oktober 2025 

Peneliti : Selamat sore, Pak. 

QMR :  Sore Fatim, Bagaimana Kabarnya? 

Peneliti : Baik Pak, Bapak bagaimana kabarnya? 

QMR : Baik Fatim, Ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Izin pak terkait pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut Able 

Seaman akibat pelanggaran disiplin di atas kapal oleh PT Inkor 

Dunia Samudera, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. 

QMR : Silahkan Fatim, apa yang akan ditanyakan? 

Peneliti : Bagaimana kronologi awal terjadinya pelanggaran disiplin berupa 

perkelahian di atas kapal yang melibatkan kru Able Seaman? 

QMR : Peristiwa tersebut terjadi saat kapal anchor di Pelabuhan Gresik 

pada terminal Maspion sekitar pukul 22.00-23.00 waktu setempat. 

Berdasarkan laporan dari kapten kapal, perkelahian terjadi pada 

saat Able Seaman berada di smooking room dalam pengaruh 

alkohol.  Perkelahian terjadi akibat dari konflik interpersonal serta 

konsumsi alkohol yang menyebabkan kru Able Seaman kehilangan 

kontrol diri dan bertindak agresif. 
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Peneliti : Bagaimana prosedur pelaporan kejadian tersebut kepada pihak 

perusahaan? 

QMR : Kapten kapal melaporkan kejadian kepada ship Owner. Kemudian 

ship owner melakukan pelaporan kepada PT Inkor Dunia 

Samudera sebagai pihak crew manning agency untuk dilakukan 

tindakan selanjutnya. 

Peneliti : Selanjutnya, langkah apa yang dilakukan PT Inkor Dunia 

Samudera dalam menangani permasalahan tersebut? 

QMR : Perusahaan mengirimkan perwakilan manajemen PT Inkor Dunia 

Samudera ke kapal yang kebetulan berada di perairan Indonesia 

untuk melakukan klarifikasi dan inventigasi lapangan. Kunjungan 

ini bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dari kapten 

kapal dan kru terkait guna memastikan kebenaran informasi serta 

memastikan prosedur keselamatan tetap berjalan. 

Peneliti : Bagaimana keputusan perusahaan terkait status kontrak kerja kru 

yang terlibat? 

QMR : Berdasarkan hasil investigasi, perusahaan memutuskan untuk 

melakukan pemutusan kontrak kerja laut terhadap Able Seaman 

yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Keputusaan 

ini diambil karena tindakan perkelahian merupakan pelanggaran 

serius yang berpotensi membahayakan keselamatan awak kapal 

dan operasional pelayaran. 

Peneliti :  Bagaimana pelaksanaan pemutusaan kontrak kerja tersebut? 
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QMR : Setelah keputusan diambil, kru yang bersangkutan diturunkan dari 

kapal dan dilakukan pemulangan dengan biaya ditanggung 

perusahaan sesuai ketentuan dalam PKL. Selanjutnya, kru diminta 

datang ke kantor perusahaan untuk memberikan klarifikasi resmi 

dan membuat surat pernyataan permintaan maaf serta pernyataan 

tidak mengulangi pelanggaran di masa mendatang.  

Peneliti : Apa pertimbangan perusahaan dalam menjatuhkan sanksi 

tersebut? 

QMR : Pertimbangan utama adalah keselamatan pelayaran dan penegakan 

disiplin kerja. Kapal merupakan lingkungan kerja yang berisiko 

tinggi sehingga setiap tindakan kekerasan dapat menimbulkan 

konsekuensi fatal. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan 

kebijakan zero tolerance terhadap tindakan kekerasan dan 

pelanggaran disiplin berat. 

Peneliti : Apa upaya perusahaan untuk mencegah terulangnya kejadian 

serupa? 

QMR : Perusahaan akan memperkuat program pre-departure briefing 

dengan penekanan pada larangan konsumsi alkohol dan perilaku 

kekerasan. Selain itu, dilakukan pengawasan ketat di atas kapal 

oleh perwira, penerapan sanksi disiplin yang tegas, serta 

pembinaan berkelanjutan melalui safety meeting dan pelatihan 

manajemen konflik bagi awak kapal. 

Peneliti : Apakah perusahaan juga memberikan penghargaan bagi awak 

kapal yang disiplin? 
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QMR : Ya, perusahaan menerapkan sistem penghargaan bagi awak kapal 

yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin selama masa kontrak. 

Penghargaan dapat berupa re-joining, rekomendasi promosi 

jabatan, serta bonus. Penghargaan ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi dan membangun budaya kerja yang 

profesional. 

Peneliti : Apakah kasus ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan? 

QMR : Ya, kasus ini menjadi lesson learned bagi perusahaan untuk 

memperkuat budaya keselamatan dan disiplin kerja. Perusahaan 

menyadari pentingnya pembinaan mental dan pengawasan 

perilaku awak kapal, khususnya terkait konsumsi alkohol dan 

manajemen konflik di lingkungan kapal. 

Peneliti : Terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak berikan. 

QMR : Sama-sama. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat 

bermanfaat bagi penelitian kamu.  
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Lampiran  2 Wawancara dengan Head of Crewing PT Inkor Dunia Samudera 

 

Nama : MZR 

Jabatan : Head of Crewing PT Inkor Dunia Samudera 

Tanggal Wawancara : 15 Oktober 2025 

Peneliti : Selamat pagi, Pak. 

Head Of Crewing : Pagi Fatim, Ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : Terkait pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut Able 

Seaman akibat pelanggaran disiplin di atas kapal oleh PT 

Inkor Dunia Samudera, saya izin mengajukan beberapa 

pertanyaan. 

Head of Crewing : Silahkan Fatim. 

Peneliti  : Bagaimana kronologi awal terjadinya kasus pelanggaran 

disiplin berupa perkelahian di atas kapal yang melibatkan 

Able Seaman? 

Head of Crewing : Berdasarkan keterangan dari kapten dan Able Seaman 

yang terlibat, kejadian terjadi pada sekitar pukul 22.00-

23.00 waktu setempat saat kapal anchor di Pelabuhan 

Gresik pada Terminal Maspion. Perkelahian ini terjadi 

karena adanya konflik interpersonal yang dipengaruhi 

konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol tersebut yang 

menyebabkan kru Able Seaman tidak dapat mengontrol 

emosi dan bertindak agresif.  

Peneliti  : Bagaimana prosedur pelaporan kejadian tersebut ? 
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Head of Crewing : Pada saat kejadian, kapten kapal melakukan pelaporan 

kepada ship owner (KSS Line) yang kemudian 

diteruskan kepada PT Inkor Dunia Samudera sebagai 

pihak crew manning agency untuk dilakukan tindakan 

selanjutnya. Setelah itu, pihak crewing berkoordinasi 

dengan QMR untuk melakukan proses penanganan lebih 

lanjut. Proses yang diambil PT Inkor Dunia Samudera 

yaitu dengan melakukan kunjungan ke kapal untuk 

memverifikasi kejadian. Kunjungan tersebut illegal 

dengan izin kepelabuhan.  

Peneliti : Selanjutnya, langkah apa yang dilakukan PT Inkor Dunia 

Samudera dalam menangani permasalahan tersebut? 

Head of Crewing : Setelah itu, pihak crewing berkoordinasi dengan QMR 

untuk melakukan proses penanganan lebih lanjut. Proses 

yang diambil PT Inkor Dunia Samudera yaitu dengan 

melakukan kunjungan ke kapal untuk memverifikasi 

kejadian. Kunjungan tersebut illegal dengan izin 

kepelabuhan. 

Peneliti : Bagaimana keputusaan perusahaan terkait status kontrak 

kerja kru yang terlibat perkelahian? 

Head of Crewing : Setelah dilakukan evaluasi, perusahaan memutuskan 

untuk melakukan pemutusan kontrak kerja laut terhadap 

kru Able Seaman yang terbukti melakukan pelanggaran 
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disiplin berat. Keputusan tersebut didasarkan pada 

ketentuan PKL. 

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut 

tersebut? 

Head of Crewing : Pelaksanaan dilakukan dengan menurunkan kru dari 

kapal pada pelabuhan terdekat. Sesuai ketentuan, 

pemulangan dilakukan dengan biaya ditanggung 

perusahaan. Setelah itu, kru diwajibkan datang ke PT 

Inkor Dunia Samudera untuk memberikan klarifikasi 

serta membuat surat pernyataan permintaan maaf. 

Peneliti : Apa pertimbangan perusahaan dalam menjatuhkan 

sanksi pemutusan kontrak kerja laut? 

Head of Crewing : Pertimbangan utama adalah keselamatan pelayaran dan 

ketertiban operasional kapal. Tindakan perkelahian 

dengan dipengaruhi alkohol dapat mengganggu 

keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, perusahaan 

menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kejadian 

tersebut. 

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan PT Inkor Dunia Samudera 

agar kejadian serupa tidak terulang kembali? 

Head of Crewing : Perusahaan memperkuat program pre-departure briefing 

dengan penekanan pada larangan konsumsi alkohol dan 

tindakan kekerasan. Selain itu, dilakukan pengawasan 

ketat oleh kapten dan perwira kapal, penerapam sistem 
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sanksi disiplin yang konsisten, serta pembinaan 

berkelanjutan melalui safety meeting dan pelatihan 

manajemen konflik bagi awak kapal. Serta perusahaan 

perlu selektif dalam proses perekrutan khususnya 

terhadap psikologis pelaut.  

Peneliti : Apakah perusahaan juga memberikan penghargaan bagi 

awak kapal yang disiplin? 

Head of Crewing : Ya, perusahaan menerapkan sistem penghargaan bagi 

awak kapal yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin 

selama masa kontrak. Penghargaan dapat berupa 

rejoining, rekomendasi promosi jabatan, serta bonus. 

Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

dan membangun budaya kerja yang profesional. 

Peneliti : Apa pembelajaran yang diperoleh perusahaan dari kasus 

ini? 

Head of Crewing : Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan 

untuk memperkuat sistem pengawasan perilaku awak 

kapal, khususnya terkait konsumsi alkohol dan 

manajemen konflik. Perusahaan juga semakin 

menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme 

sebagai bagian dari budaya keselamatan pelayaran. 

Peneliti : Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. 

Head of Crewing : Sama-sama. Semoga informasi yang saya berikan dapat 

bermanfaat bagi penelitian kamu. 
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Lampiran  3 Wawancara dengan Able Seaman yang Terlibat 

Nama : EP 

Jabatan : Able Seaman yang terlibat 

Tanggal Wawancara : 16 Oktober 2025 

Peneliti : Selamat pagi, Pak ? Bagaimana kabarnya, Pak? 

Able Seaman : Pagi, Bu. Alhamdulilah baik, Bu. 

Peneliti : Terkait pelaksanaan pemutusan kontrak kerja laut Bapak 

terkait pelanggaran disiplin di atas kapal, saya akan 

mengajukan beberapa pertanyaan. 

Able Seaman : Silahkan, apa yang akan ditanyakan. 

Peneliti : Bagaimana kronologi kejadian perkelahian yang Bapak 

lakukan di atas kapal? 

Able Seaman : Kejadian tersebut terjadi pada saat kapal anchor di Pelabuhan 

Gresik pada Terminal Maspion sekitar pukul 22.00 – 23.00. 

Pada saat kejadian, saya berada di smoking area dengan kapten 

dan perwira. Di dalam smoking area tersebut juga terdapat kru 

Able Seaman. Saat berada di smoking area, kru tersebut sudah 

dalam keadaan mabuk. Kemudian saya mengeluarkan alkohol 

milik saya pribadi untuk diminum secara bersama-sama. Pada 

saat kru tersebut hilang kendali dan akan muntah saya berikan 

kantong plastik. Setelah kru tersebut muntah, kru tersebut 

memainkan kantong plastik tersebut. Saya telah memberikan 

himbauan dan peringatan untuk tidak memainkan plastik 

muntahan tersebut. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak 
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dihiraukan oleh kru tersebut. Kemudian kantong plastik 

tersebut tumpah dan mengenai tubuh saya. Karena merasa 

kesal saya melakukan pemukulan kepada kru tersebut.  

Peneliti : Apa faktor utama yang menurut Bapak menjadi pemicu 

terjadinya konflik tersebut? 

Able Seaman : Faktor utamanya yaitu karena konsumsi alkohol dan emosi 

yang tidak terkontrol. Konsumsi alkohol juga memengaruhi 

cara berpikir dan pengendalian diri saya, sehingga saya tidak 

mampu merespons konflik secara profesional. 

Peneliti : Bagaimana reaksi kapten dan perwira kapal setelah kejadian 

tersebut? 

Able Seaman : Kapten dan perwira segera melerai perkelahian dan melakukan 

pemeriksan. Setelah itu saya diminta untuk memberikan 

keterangan dan diberi tahu bahwa tindakan yang saya lakukan 

melanggar aturan disiplin perusahaan.  

Peneliti  : Apakah Bapak mengetahui bahwa konsumsi alkohol dan 

perkelahian dilarang dalam Perjanjian Kerja Laut? 

Able Seaman : Ya, saya mengetahui larangan tersebut. Larangan konsumsi 

alkohol dan kekerasan sudah tercantum dalam kontrak kerja 

dan disosialisasikan sebelum on board, tetapi pada saat 

kejadian saya tidak dapat berpikir secara rasional. 

Peneliti : Bagaimana proses penurunan Bapak dari kapal dan 

pemulangana ke darat? 
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Able Seaman : Saya diturunkan di pelabuhan terdekat sesuai intruksi 

perusahaan. Pemulangan dilakukan dengan biaya ditanggung 

oleh perusahaan. Setelah itu, saya diminta datang ke kantor 

perusahaan untuk klarifikasi terkait kejadian tersebut. 

Peneliti : Apa yang dilakukan perusahaan saat Bapak datang ke kantor? 

Able Seaman : Saya diminta menjelaskan kronologi kejadian dan membuat 

surat pernyataan permintaan maaf serta berjanji untuk tidak 

mengulangi pelanggaran. 

Peneliti : Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keputusan pemutusan 

kontrak kerja laut? 

Able Seaman : Saya menerima keputusan tersebut karena saya menyadari 

bahwa tindakan saya melanggar disiplin dan membahayakan 

keselamatan kerja di kapal. Saya juga menyesal saat perbuatan 

tersebut serta memahami konsekuensinya.  

Peneliti : Menurut Bapak, bagaimana dampak perkelahian terhadap 

keselamatan dan operasional kapal? 

Able Seaman : Perkelahian dapat mengganggu kerja tim, menurunkan 

konsentrasi kru, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan 

kapal. Di kapal, semua kru harus bekerja sama, sehingga 

konflik fisik sangat berbahaya bagi keselamatan pelayaran. 

Peneliti : Apa pembelajaran yang Bapak peroleh dari kejadian ini? 

Able Seaman : Saya belajar pentingnya menjaga profesionalisme, 

mengendalikan emosi, dan mematuhi aturan perusahaan. Saya 
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juga menyadari bahwa konsumsi alkohol di kapal dapat 

menimbulkan risiko besar dan seharusnya dihindari. 

Peneliti : Apa saran Bapak agar kejadian serupa tidak terulang kembali? 

Able Seaman : Perusahaan perlu memperketat pengawasan konsumsi alkohol 

dan memberikan pembinaan disiplin secara rutin. Pelatihan 

manajemen konflik dan komunikasi juga penting agar kru 

dapat menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. 

Peneliti : Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak 

berikan. 

Able Seaman : Sama-sama. 
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Lampiran  4 Hasil Observasi 

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Bulan Juli (selama peneliti melaksanakan 

Prada) 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Observasi Checklist Keterangan 

1.  Penerimaan 

Laporan 

Pelanggaran dari 

Kapal 

a. Terdapat laporan 

pelanggaran disiplin 

dari kapal kepada 

perusahaan. 



 
Laporan 

secara lisan 

melalui 

sambungan 

telepon

  a. Laporan pelanggaran 

disampaikan oleh 

kapten kapal kepada 

perusahaan. 



 
Laporan 

secara lisan 

melalui 

sambungan 

telepon

2.  Koordinasi 

antara 

Perusahaan dan 

Pihak Kapal 

a. Terdapat komunikasi 

antara perusahaan dan 

kapten kapal terkait 

kejadian pelanggaran. 

 Terdapat 

grup Kakao 

Talk antara 

kapten dan 

perusahaan.

  b. Perusahaan meminta 

klarifikasi atau 

kronologi kejadian 

kepada pihak kapal. 

 Melalui 

kunjungan 

ke kapal. 

  c. Pihak kapal 

memberikan 

penjelasan mengenai 

kejadian kepada 

perusahaan. 

 Melalui 

kunjungan 

ke kapal.

3.  Proses 

Klarifikasi dan 

Investigasi oleh 

Perusahaan 

a. Perusahaan 

melakukan verifikasi 

terhadap laporan 

pelanggaran. 

 Saat kru 

datang ke 

kantor. 

  b. Perusahaan 

mengumpulkan bukti 

terkait kejadian. 

 Saat kru 

datang ke 

kantor.

4. Pelaksanaan 

Tindakan 

Disiplin 

terhadap Awak 

Kapal 

a. Perusahaan 

memutuskan tindakan 

disiplin terhadap kru 

yang melakukan 

pelanggaran. 

 Pemutusan 

kontrak kerja 

laut. 

  b. Awak kapal yang 

melakukan 

pelanggaran 

diturunkan dari kapal. 

 Pemutusan 

kontrak kerja 

laut.
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No Aspek yang 

diamati 

Indikator Observasi Checklist Keterangan 

  c. Proses pemulangan 

kru dilakukan sesuai 

ketentuan yang 

berlaku. 

 Biaya 

ditanggung 

oleh 

perusahaan 

sesuai 

ketentuan 

dalam PKL. 

5.  Proses 

Klarifikasi di 

Kantor 

Perusahaan 

a. Awak kapal datang ke 

kantor perusahaan 

untuk memberikan 

klarifikasi. 

 Setelah 

turun, kru 

datang ke 

kantor untuk 

klarifikasi.  

  b. Awak kapal membuat 

surat pernyataan atau 

surat permintaan 

maaf. 

 Adanya surat 

permintaan 

maaf. 
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Lampiran  5 Berita Acara 
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Lampiran  6 PKL 
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Lampiran  7 Dokumentasi Praktik Darat di PT Inkor Dunia Samudera 
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